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ABSTRACT 

This study explores the intersection of the Gig Economy, algorithmic management, and 

Islamic work ethics within Indonesia’s halal economy governance. Using a narrative 

review approach based on the Scopus database with the Boolean string “GIG 

ECONOMY” AND “HALAL INDUSTRY,” it synthesizes multidisciplinary literature 

to evaluate how digital efficiency aligns with maqāṣid al-sharīʿah principles. Findings 

indicate hat while the platform economy expands employment opportunities, it also 

generates ethical challenges regarding worker autonomy, algorithmic transparency, 

and fair remuneration. Algorithmic control often contradicts Islamic values of ‘adl 

(justice), amanah (trust), and maslahah (public welfare). The study proposes sharia-

based governance, Islamic social protection instruments, and blockchain-enabled 

algorithmic audits to enhance ethical digital labor systems. Contributing to the 

integration of Islamic ethics and digital governance, this research underscores the 

need for future empirical studies to develop measurable indicators of sharia-based 

algorithmic fairness for global application. 
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Pendahuluan 

Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global, 

termasuk di Indonesia, dengan kemunculan fenomena Gig Economy atau ekonomi kerja 

lepas berbasis platform. Transformasi ini memperluas kesempatan kerja, tetapi juga 

menimbulkan kompleksitas baru dalam hal perlindungan sosial, hubungan kerja, dan 

etika ketenagakerjaan. Di Indonesia, kerja platform berkembang pesat melalui sektor 

transportasi daring, layanan pengantaran, serta pekerjaan lepas daring yang menjangkau 

pasar global (Octavia, 2022; Ray, 2024). Perkembangan ini dipicu oleh penetrasi ponsel 

pintar, peningkatan akses internet, serta perubahan pola konsumsi digital yang semakin 

masif sejak pandemi COVID-19 (Qiu, 2022). Meskipun memberikan peluang ekonomi bagi 

jutaan pekerja informal, karakteristik fleksibel dari kerja platform sering kali 

menempatkan pekerja dalam posisi yang rentan, tanpa perlindungan ketenagakerjaan 

formal dan dengan kontrol algoritmik yang intensif dari pihak perusahaan (Tsvetkova, 

2023; Walker et al., 2021). Situasi ini menuntut analisis kritis atas dimensi etika, regulasi, 

dan kesejahteraan dalam konteks nilai-nilai sosial dan keagamaan yang relevan di 

Indonesia. 

Perkembangan Gig Economy di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari besarnya basis 

ekonomi informal yang telah lama menjadi bagian integral dari struktur ekonomi 

nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika ini 

bersinggungan dengan sistem nilai Islam, termasuk prinsip halal, maqāṣid al-sharīʿah, dan 

etika kerja Islami. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keadilan (‘adl), amanah, 

kesejahteraan (maslahah), serta perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia 

(Rahman et al., 2017; Sholihin et al., 2023; Waluyo, 2020). Dalam kerangka ini, muncul 

pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana praktik kerja berbasis algoritma yang 

menjadi inti dari platform digital dapat selaras dengan norma-norma kerja Islami. Di satu 

sisi, ekonomi digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi umat dan memperluas 

akses pendapatan; di sisi lain, ia menghadirkan potensi ketidakadilan distribusi dan 

eksploitasi yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharīʿah. Oleh karena itu, analisis 

keterpaduan antara teknologi manajemen algoritmik dan etika kerja Islami menjadi 

relevan untuk mengkaji kelayakan moral dan tata kelola ekonomi digital dalam konteks 

masyarakat Muslim (Duggan et al., 2019; Jarrahi et al., 2021) 

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini terletak pada ketegangan etis 

antara mekanisme algoritmik yang mengatur pekerja platform dan norma-norma Islam 

yang menekankan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan kolektif. Algoritmic 

management menggantikan peran pengawasan manusia dengan sistem otomatis berbasis 

data yang menentukan pembagian tugas, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi 

(Cameron, 2024; Duggan et al., 2019). Praktik ini sering kali mengaburkan transparansi 

dan menggeser keseimbangan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja, menciptakan 
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bentuk-bentuk baru kontrol digital yang dapat mengancam otonomi dan martabat 

manusia (Lang et al., 2023; Newlands, 2020) Sementara itu, etika kerja Islam menempatkan 

niyyah (niat) dan amanah sebagai pusat dari moralitas kerja, menegaskan bahwa kerja 

bukan sekadar alat ekonomi, melainkan aktivitas bermakna yang harus dijalankan dengan 

niat yang benar dan dalam struktur sosial yang adil (Rahman et al., 2017; Waluyo, 2020). 

Pertemuan antara dua sistem nilai ini menimbulkan dilema etis terkait hak pekerja, 

transparansi pengambilan keputusan, serta keadilan dalam remunerasi dan distribusi 

pendapatan. 

Untuk mengatasi dilema tersebut, literatur ilmiah telah mengusulkan beberapa solusi 

konseptual dan kebijakan. Salah satu pendekatan adalah pengembangan kerangka tata 

kelola Islam (Islamic governance frameworks) yang mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-

sharīʿah ke dalam regulasi platform digital dan manajemen tenaga kerja (Utomo et al., 

2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan sistem yang tidak hanya 

efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara spiritual dan sosial. Misalnya, penerapan 

Sharia-compliant social protection dan finansialisasi Islami (Islamic finance) dapat 

berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap volatilitas pendapatan pekerja lepas 

(Mas’ud & Muwazir, 2025; Rahman et al., 2017). Selain itu, penggunaan teknologi halal 

traceability seperti blockchain dan sistem audit digital diajukan untuk memastikan 

integritas rantai pasok dan menjamin kepercayaan konsumen terhadap praktik Halalan-

Tayyiban dalam proses kerja digital (Alamsyah et al., 2022; Aysan & Syarif, 2024). Dengan 

demikian, integrasi antara regulasi Islam, perlindungan sosial, dan inovasi teknologi 

diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi algoritmik dan keadilan 

sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan 

empiris dan metodologis dalam memahami bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan 

secara konkret dalam konteks kerja platform. Kajian yang menelaah ekonomi halal di 

Indonesia cenderung berfokus pada produk dan rantai pasok, bukan pada kondisi kerja 

para pekerja platform itu sendiri (Hudaefi & Jaswir, 2019; Vanany et al., 2019). Sementara 

itu, studi-studi yang membahas etika algoritmik umumnya bersandar pada perspektif 

sekuler dan tidak menggunakan kategori normatif Islam sebagai kerangka analisis utama 

(Dasgupta et al., 2024; Goel et al., 2023; Tan et al., 2021). Ketidakhadiran tinjauan 

sistematis yang menghubungkan literatur etika Islam dan manajemen algoritmik 

menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Belum ada kajian komprehensif 

yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharīʿah, Halalan-Tayyiban, 

serta norma kerja Islami dengan dinamika kerja digital dan pengelolaan algoritmik 

(Haleem et al., 2020; Sofyan et al., 2021; Tsvetkova, 2023). Celah ini menegaskan 

kebutuhan akademik dan kebijakan untuk meninjau kembali hubungan antara teknologi 

digital dan moralitas kerja dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih kontekstual. 

https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/issue/view/46
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Lebih jauh, literatur terkini juga menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi nasional 

dan kebijakan publik dalam mengimbangi dinamika platformisasi tenaga kerja di 

Indonesia. Pemerintah telah memposisikan ekonomi halal sebagai strategi pembangunan 

nasional melalui kebijakan sertifikasi halal, penguatan kelembagaan, serta ekosistem 

keuangan syariah (Muttaqin et al., 2023; Putri et al., 2025). Namun, penerapan kebijakan 

ini belum sepenuhnya menjawab aspek perlindungan pekerja digital dan keadilan 

algoritmik. Tantangan seperti fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas UMKM 

dalam sertifikasi, serta risiko eksklusi sosial pekerja nonformal masih menjadi hambatan 

utama (Disemadi et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang komprehensif 

perlu menggabungkan harmonisasi standar halal, investasi dalam digital traceability, serta 

pembentukan instrumen keuangan syariah untuk mendukung stabilitas ekonomi pekerja 

platform (Alamsyah et al., 2022; Utomo et al., 2020) Dengan demikian, integrasi antara 

regulasi halal dan etika algoritmik akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola 

kerja digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqāṣid. 

Berdasarkan kesenjangan konseptual dan empiris yang telah diidentifikasi, penelitian 

ini bertujuan untuk menjembatani literatur etika Islam dan studi Gig Economy dengan 

meninjau secara sistematis hubungan antara manajemen algoritmik, kesejahteraan 

pekerja, dan tata kelola berbasis syariah. Studi ini berkontribusi dalam tiga hal utama. 

Pertama, mengisi kekosongan literatur dengan mengintegrasikan analisis maqāṣid al-

sharīʿah dan Halalan-Tayyiban ke dalam diskursus etika kerja digital. Kedua, 

menawarkan perspektif konseptual tentang bagaimana prinsip keadilan distributif, 

perlindungan kehidupan, dan kesejahteraan sosial dapat diterjemahkan ke dalam desain 

teknologi dan kebijakan platform. Ketiga, memberikan agenda penelitian dan 

rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah, lembaga sertifikasi halal, serta 

perusahaan platform untuk memastikan keselarasan antara efisiensi ekonomi dan etika 

Islam. Dengan ruang lingkup yang berfokus pada konteks Indonesia sebagai laboratorium 

sosial bagi pertemuan antara Islam dan ekonomi digital, studi ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan paradigma baru tata kelola 

ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative review untuk mensintesis secara 

konseptual dan empiris hubungan antara Gig Economy, manajemen algoritmik, serta etika 

kerja Islam dalam konteks tata kelola ekonomi halal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu mengintegrasikan beragam literatur multidisipliner—meliputi ekonomi 

digital, hukum Islam, tata kelola halal, dan etika kerja—yang selama ini masih terpisah 

dan jarang dikaji secara terpadu. Narrative review digunakan tidak hanya untuk 

menghimpun data empiris, tetapi juga untuk menelusuri perkembangan konseptual dan 

https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/issue/view/46
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normatif yang mengaitkan prinsip maqāṣid al-sharīʿah dengan dinamika kerja berbasis 

platform digital. 

A. Desain dan Pendekatan Kajian 

Pendekatan naratif dipilih karena paling tepat untuk menelaah isu lintas disiplin yang 

melibatkan dimensi etis, sosial, dan teknologi, yang tidak dapat dijelaskan secara 

memadai melalui meta-analisis kuantitatif. Desain ini memungkinkan peneliti 

mengidentifikasi pola argumentatif, perdebatan moral, serta kesenjangan literatur yang 

muncul dalam dua domain utama, yakni literatur gig economy dan literatur ekonomi halal 

dan Islamic governance. Fokus penelitian diarahkan untuk menemukan titik temu antara 

kerangka empiris ketenagakerjaan digital dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar moral 

pembangunan ekonomi di negara Muslim. Kajian dilakukan melalui penelusuran 

mendalam terhadap literatur akademik dari database Scopus yang dipilih karena cakupan 

multidisiplin dan kredibilitasnya. 

Metode ini berorientasi pada analisis interpretatif, bukan sekadar pengumpulan data. 

Setiap artikel dianalisis untuk menemukan hubungan konseptual antara tema seperti 

algorithmic management, dignity, fair remuneration, dan maslahah sebagai bagian dari etika 

kerja Islam yang berakar pada prinsip maqāṣid al-sharīʿah. Melalui pendekatan ini, 

penelitian berupaya menjembatani gap antara paradigma ilmiah modern tentang 

teknologi digital dan kerangka normatif Islam yang menekankan kesejahteraan moral dan 

sosial. 

B. Sumber Data dan Strategi Pencarian 

Data sekunder diperoleh dari database Scopus menggunakan kombinasi Boolean “GIG 

ECONOMY” AND “HALAL INDUSTRY” yang kemudian dilengkapi dengan kata kunci 

tambahan seperti “platform work,” “algorithmic management,” “maqasid,” “Halalan-

Tayyiban,” “Islamic governance,” dan “Sharia labor ethics.” Strategi ini bertujuan untuk 

menangkap keterkaitan lintas bidang antara ekonomi digital dan nilai-nilai Islam dalam 

etika kerja serta tata kelola industri halal. 

Seleksi literatur dibatasi pada artikel peer-reviewed yang terbit antara tahun 2004–2025 

guna mencerminkan perkembangan kontemporer ekonomi platform. Artikel dipilih 

berdasarkan tiga kriteria: (1) membahas ekonomi digital, platform kerja, atau manajemen 

algoritmik; (2) mengkaji prinsip halal, maqāṣid, atau tata kelola syariah; dan (3) relevan 

dengan konteks negara Muslim, khususnya Indonesia dan Asia Tenggara. Dokumen non-

akademik atau laporan tanpa dasar metodologis yang jelas dikeluarkan dari analisis. 

Penyaringan dilakukan secara manual melalui evaluasi judul, abstrak, dan kata kunci 

sebelum peninjauan penuh terhadap artikel yang sesuai. 

C. Prosedur Analisis dan Sintesis Literatur 

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, klasifikasi tematik, di mana literatur 

dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: (a) kajian tentang gig/platform economy dan 

https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/issue/view/46
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manajemen algoritmik, dan (b) kajian tentang ekonomi halal dan etika Islam. Kategori 

pertama dianalisis berdasarkan tema seperti kontrol algoritmik, sistem rating, de-aktivasi 

akun, dan kompensasi dinamis. Kategori kedua difokuskan pada literatur yang 

membahas prinsip halal, maqāṣid, dan tata kelola berbasis keadilan serta kesejahteraan. 

Kedua, dilakukan analisis komparatif untuk menemukan titik konvergensi maupun 

ketegangan antara dua domain tersebut. Konsep seperti transparansi algoritmik 

dibandingkan dengan prinsip amanah dan ‘adl dalam etika Islam, sedangkan isu 

pengawasan digital dan privasi ditinjau dalam konteks hifz al-nafs (perlindungan 

kehidupan dan martabat manusia) (Cameron, 2024; Rahman et al., 2017). Pendekatan ini 

menilai sejauh mana praktik kerja platform konsisten dengan prinsip Halalan-Tayyiban 

serta memperhatikan implikasi sosial dan spiritual pekerja (Vignola et al., 2023). 

Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan hasil analisis menjadi 

kerangka teoritik yang menggambarkan hubungan antara digital governance, hak pekerja, 

dan prinsip maqāṣid al-sharīʿah. Kategori berulang seperti “transparansi,” “keadilan 

distributif,” “kesejahteraan,” dan “dignity” diidentifikasi dan disusun dalam hubungan 

sebab-akibat konseptual. Proses ini menghasilkan model integratif yang menunjukkan 

bagaimana nilai Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan dan desain teknologi 

digital. 

D. Validasi dan Ruang Lingkup Kajian 

Validitas kajian dijaga melalui triangulasi literatur lintas bidang yang menggabungkan 

studi empiris, konseptual, dan kebijakan. Penggunaan Scopus memastikan kualitas 

akademik, sementara seleksi tambahan difokuskan pada konteks Asia Tenggara agar 

sintesis lebih representatif. Reliabilitas interpretasi dijaga melalui pembacaan berulang 

terhadap setiap artikel untuk memastikan konsistensi dan menghindari bias konfirmasi. 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup literatur yang membahas dimensi empiris dan 

konseptual dari ekonomi platform dan ekonomi halal, dengan fokus utama pada konteks 

Indonesia. Pendekatan narrative review memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan 

data kuantitatif primer; namun, metode ini unggul dalam membangun kerangka 

konseptual yang koheren dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis data 

empiris. Melalui metodologi ini, penelitian menghasilkan peta konseptual yang 

mengaitkan etika Islam, teknologi digital, dan tata kelola halal sebagai dasar untuk 

mengembangkan kebijakan publik dan sistem kerja berbasis keadilan sosial serta 

spiritualitas Islam di era ekonomi digital. 
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Hasil dan Pembahasan 

A. Dinamika Pertumbuhan dan Komposisi Pekerja Platform di Indonesia 

Pertumbuhan Gig Economy di Indonesia menunjukkan tren yang sangat cepat dalam 

satu dekade terakhir dan menjadi bagian penting dari transformasi struktur 

ketenagakerjaan nasional. Peningkatan ini didorong oleh perluasan infrastruktur digital, 

penetrasi ponsel pintar, serta perubahan pola konsumsi yang menuntut layanan cepat dan 

berbasis platform (Octavia, 2022; Ray, 2024). Fenomena tersebut tidak hanya mengubah 

bentuk hubungan kerja, tetapi juga menciptakan kategori baru pekerja yang beroperasi di 

luar sistem ketenagakerjaan formal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekspansi Gig 

Economy di Indonesia sangat dipengaruhi oleh besarnya sektor informal yang menjadi 

basis bagi mobilisasi tenaga kerja fleksibel, terutama pada masa pandemi COVID-19 

ketika kebutuhan akan layanan daring meningkat secara eksponensial (Qiu, 2022; Yasih, 

2022). Dengan demikian, ekosistem kerja platform telah berfungsi sebagai mekanisme 

penyerapan tenaga kerja baru, tetapi sekaligus memperluas bentuk-bentuk pekerjaan 

yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum. 

Pekerja dalam ekonomi platform di Indonesia terbagi dalam tiga kategori utama yang 

memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, yaitu pekerja ride-hailing, pekerja 

pengantaran barang dan makanan, serta freelancer daring berbasis keahlian (Octavia, 

2022; Pitoyo et al., 2020). Pada sektor ride-hailing, sebagian besar pekerja adalah 

pengemudi ojek motor dan mobil yang bekerja melalui aplikasi, dengan pola kerja yang 

sangat bergantung pada algoritma penugasan dan penilaian pelanggan (Kadolkar et al., 

2024; Tsvetkova, 2023; Walker et al., 2021). Sementara itu, sektor pengantaran barang dan 

makanan mengalami lonjakan permintaan selama pandemi akibat pembatasan mobilitas 

masyarakat, dan tetap menjadi salah satu sektor dominan dalam Gig Economy Indonesia 

(Auguste et al., 2023; Huang et al., 2019). Berbeda dari keduanya, pekerja daring berbasis 

keahlian (seperti desainer, penerjemah, dan programmer) beroperasi di platform global 

seperti Upwork atau Fiverr, dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi namun tetap 

menghadapi risiko persaingan global dan ketidakpastian pendapatan (Vega, 2020; Wood 

& Lehdonvirta, 2021). Diversifikasi ini menunjukkan bahwa meskipun Gig Economy 

dianggap menawarkan fleksibilitas, namun kenyataannya menghasilkan ketimpangan 

struktural antar-segmen pekerja. 

Ciri umum dari seluruh kategori tersebut adalah ketergantungan pada algoritma yang 

mengatur alokasi pekerjaan, insentif, serta mekanisme evaluasi berbasis rating (Duggan et 

al., 2023; Jarrahi et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, algoritma berperan sebagai 

pengganti fungsi manajerial yang menentukan distribusi pekerjaan, waktu tunggu, dan 

bahkan peluang memperoleh insentif. Mekanisme ini membentuk hubungan kekuasaan 

yang asimetris antara platform dan pekerja karena keputusan diambil oleh sistem 

otomatis yang tidak selalu transparan (Ford & Honan, 2019; Yasih, 2022). Para pekerja 
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sering kali tidak mengetahui parameter evaluasi yang digunakan untuk menentukan 

performa mereka, sehingga muncul fenomena “pekerjaan di bawah pengawasan 

algoritmik” yang menekan otonomi dan meningkatkan beban emosional (Bucher et al., 

2020; Mendonça & Kougiannou, 2022). Akibatnya, kendali atas ritme kerja berpindah dari 

manusia ke sistem algoritmik yang beroperasi tanpa negosiasi, dan hal ini menciptakan 

dimensi baru dari ketidakpastian dalam dunia kerja digital. 

Penelitian-penelitian yang berfokus pada pekerja ride-hailing dan pengantaran di 

Indonesia menegaskan bahwa ketidakpastian pendapatan menjadi isu paling krusial (Ford 

& Honan, 2019; Yasih, 2022). Pendapatan pekerja sangat dipengaruhi oleh dinamika 

permintaan, jam aktif di platform, serta penilaian pelanggan. Sistem insentif yang tidak 

konsisten sering kali mendorong pekerja untuk memperpanjang jam kerja dan 

mengabaikan waktu istirahat demi mengejar bonus atau “surge pricing” (Veen et al., 2019; 

Vignola et al., 2023). Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, 

serta memunculkan dilema etis terkait eksploitasi terselubung yang dilakukan oleh sistem 

otomatis. Dalam kasus yang lebih ekstrem, pekerja mengalami de-aktivasi akun secara 

sepihak tanpa penjelasan yang jelas, yang menyebabkan kehilangan mata pencaharian 

dalam waktu singkat (Mendonça & Kougiannou, 2022; Walker et al., 2021). Situasi ini 

memperlihatkan bagaimana mekanisme algoritmik berperan ganda sebagai alat 

koordinasi ekonomi dan sekaligus instrumen kontrol yang menekan kebebasan pekerja. 

Selain aspek ekonomi dan teknis, terdapat dimensi sosial dan psikologis yang 

memperdalam kompleksitas kerja platform. Pekerja sering kali terjebak dalam tekanan 

emosional akibat sistem rating pelanggan yang menentukan reputasi mereka di platform 

(Bucher et al., 2020; Lang et al., 2023; Semujanga & Parent‐Rocheleau, 2024). 

Ketergantungan terhadap rating menciptakan hubungan kerja yang sangat personal 

namun rentan terhadap bias pelanggan. Akibatnya, pekerja berusaha menampilkan 

perilaku yang “disukai” pelanggan meskipun bertentangan dengan kenyamanan pribadi, 

sehingga muncul bentuk baru dari kerja emosional yang tidak dibayar (Cameron, 2024; 

Chan & Humphreys, 2018). Dalam konteks budaya kerja Islam, kondisi ini dapat 

dipandang bertentangan dengan prinsip amanah dan ihsan karena pekerja dipaksa 

menyesuaikan diri dengan algoritma dan ekspektasi pasar tanpa ruang untuk ekspresi 

moral yang mandiri (Fageh, 2022; Rahman et al., 2017). Dengan demikian, ketegangan 

antara sistem algoritmik dan nilai-nilai kerja Islami menjadi semakin nyata dalam praktik 

keseharian gig workers di Indonesia. 

Keragaman sektor dalam Gig Economy juga menunjukkan adanya hubungan yang 

kompleks antara digitalisasi, informalitas, dan struktur ekonomi lokal. Banyak pekerja gig 

di Indonesia berasal dari latar belakang sektor informal yang sebelumnya sudah terbiasa 

dengan pekerjaan tidak tetap (Novianto, 2024; Octavia, 2022; Wood et al., 2018). Namun, 

digitalisasi membawa dimensi baru berupa pengawasan berbasis data dan kontrol jarak 
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jauh yang meningkatkan intensitas kerja tanpa jaminan sosial. Platform digital berfungsi 

sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi, tetapi tidak mengakui status pekerja 

sebagai karyawan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan 

seperti asuransi, cuti, atau pesangon (Henley, 2022; Inversi et al., 2022). Fenomena ini 

mempertegas transisi dari “informalitas tradisional” menuju “informalitas digital,” di 

mana pekerja berada dalam posisi lebih terhubung tetapi tetap tidak terlindungi secara 

struktural. Dalam konteks ini, keberadaan kebijakan publik yang adaptif terhadap 

perubahan teknologi menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial 

bagi para pekerja digital. 

Pertumbuhan Gig Economy di Indonesia mencerminkan ambivalensi antara peluang 

ekonomi dan risiko sosial. Di satu sisi, platform digital telah membuka akses terhadap 

pasar kerja global dan mendorong inklusi ekonomi, terutama bagi kelompok muda dan 

pekerja berpendidikan rendah. Di sisi lain, sistem yang bergantung pada algoritma 

memperkuat ketimpangan, menciptakan bentuk-bentuk baru subordinasi digital, dan 

melemahkan solidaritas kolektif pekerja (Jarrahi et al., 2021; Mika & Polkowska, 2022). 

Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak secara otomatis 

menghasilkan kesejahteraan, tetapi tergantung pada bagaimana prinsip etika dan regulasi 

diterapkan dalam mengatur hubungan antara manusia dan mesin. Dalam konteks 

masyarakat Muslim seperti Indonesia, integrasi antara teknologi digital dan etika kerja 

Islami menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak 

mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar maqāṣid al-sharīʿah. 

B. Dialektika Etik antara Manajemen Algoritmik dan Etika Kerja Islam 

Pertemuan antara sistem manajemen algoritmik (algorithmic management) dan etika 

kerja Islam menciptakan medan etis yang kompleks, terutama terkait hubungan antara 

efisiensi teknologi dan martabat manusia. Manajemen algoritmik didefinisikan sebagai 

penggantian fungsi manajerial tradisional dengan sistem otomatis berbasis data yang 

mengatur alokasi tugas, penilaian kinerja, serta pemberian sanksi dan insentif (Dong et al., 

2025; Duggan et al., 2023). Dalam konteks ini, keputusan kerja tidak lagi diambil oleh 

manusia, melainkan oleh algoritma yang beroperasi secara tertutup. Pola ini 

menghasilkan bentuk baru dari kekuasaan digital yang sering kali mengurangi otonomi 

dan kesadaran moral pekerja (Cameron, 2024; Perrig, 2023). Sebaliknya, etika kerja Islam 

menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab spiritual dan 

sosial dalam bekerja, dengan prinsip amanah, keadilan (‘adl), dan maslahah sebagai 

fondasi normatif (Ahmad et al., 2013; Chalim et al., 2020; Muhammad Shakil, 2011). 

Dinamika etik muncul ketika logika algoritma yang menekankan produktivitas 

maksimum berbenturan dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah yang menuntut 

keseimbangan antara efisiensi dan kemanusiaan. 
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Isu pertama yang paling menonjol adalah persoalan pengawasan dan martabat (dignity) 

dalam kerja platform. Sistem algoritmik memungkinkan pengawasan real-time terhadap 

perilaku, lokasi, dan performa pekerja melalui data sensorik, GPS, dan umpan balik 

pelanggan (Chan & Humphreys, 2018; Newlands, 2020). Teknologi ini mengubah tubuh 

pekerja menjadi sumber data yang terus diawasi, menciptakan perasaan “selalu diawasi” 

bahkan di ruang pribadi (Glavin & Schieman, 2022; Laskaris et al., 2024; Vignola et al., 

2023). Dalam pandangan Islam, kondisi ini menimbulkan dilema moral karena 

bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehormatan dan privasi manusia 

(hifz al-nafs dan hifz al-‘ird) sebagai bagian dari maqāṣid al-sharīʿah (Ishak et al., 2025). 

Pengawasan digital yang ekstrem dapat mereduksi manusia menjadi sekadar “entitas 

produktif” tanpa ruang untuk kehendak dan niat yang tulus (niyyah), padahal Islam 

menilai nilai moral suatu pekerjaan dari kesadaran dan niat di balik tindakan, bukan 

semata hasil produktivitas (Larbani & Nizam, 2019; Sholihin et al., 2023). Dengan 

demikian, intensitas pengawasan algoritmik berpotensi menurunkan martabat kerja dan 

menggeser makna spiritual dari aktivitas ekonomi. 

Tegangan kedua muncul dalam hal otonomi, niyyah, dan agensi moral pekerja. 

Manajemen algoritmik mengatur perilaku pekerja melalui pemberitahuan otomatis, sistem 

insentif, dan penalti yang mendorong respons tanpa refleksi (Duggan et al., 2019; Watkins, 

2022). Akibatnya, pekerja cenderung bertindak secara reaktif terhadap instruksi sistem 

alih-alih menggunakan pertimbangan moral atau kesadaran tujuan kerja. Dalam kerangka 

Islam, kondisi ini menimbulkan masalah etis karena niyyah atau niat merupakan elemen 

penting dalam penilaian moral suatu amal (Chupradit et al., 2022; Zahrah et al., 2016). 

Ketika algoritma mendikte perilaku tanpa memberi ruang bagi refleksi atau niat moral, 

maka pekerjaan kehilangan dimensi ibadah yang seharusnya melekat dalam etos kerja 

Islami. Beberapa studi menegaskan bahwa pekerja gig di Asia Tenggara sering kali 

mengalami “displacement of moral agency,” yakni hilangnya kontrol terhadap keputusan 

etis karena seluruh keputusan operasional ditentukan oleh sistem otomatis (Cameron, 

2024; Chan & Humphreys, 2018). Akibatnya, nilai kerja tidak lagi dinilai berdasarkan 

amanah atau kontribusi sosial, melainkan berdasar kepatuhan terhadap algoritma, yang 

menggeser orientasi kerja dari moralitas menuju mekanik. 

Tegangan ketiga berhubungan dengan keadilan remunerasi dan keberlangsungan 

nafkah. Banyak studi menunjukkan bahwa sistem harga dinamis (surge pricing) dan 

model pembayaran berbasis tugas dalam platform menimbulkan volatilitas pendapatan 

yang tinggi (Veen et al., 2019; Zheng et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pekerja tidak 

mengetahui mekanisme penentuan tarif karena algoritma merahasiakan parameter yang 

digunakan untuk menyesuaikan harga (Mendonça & Kougiannou, 2022). Situasi ini 

melanggar prinsip transparansi dalam muamalah Islam, di mana transaksi yang sah harus 

berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak (‘aqd) (Hasan & Pasyah, 
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2022; Rahman et al., 2017; Waluyo, 2020). Ketidakpastian pendapatan juga bertentangan 

dengan maqāṣid hifz al-māl (perlindungan harta) karena mengancam stabilitas ekonomi 

individu dan keluarga. Selain itu, beberapa penelitian menemukan bahwa algoritma 

cenderung mengalihkan risiko ekonomi ke pihak pekerja dengan menghapus jaminan 

upah minimum dan meniadakan kontrak kerja formal (Henley, 2022; Inversi et al., 2022). 

Dalam perspektif Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk zulm 

(ketidakadilan) karena menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional, 

bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan distributif (‘adl fi al-taqsim). 

Dengan demikian, aspek keadilan ekonomi menjadi titik kritis dalam upaya 

menyesuaikan model kerja digital dengan nilai-nilai Islam. 

Aspek etis berikutnya menyangkut keselamatan tubuh dan keseimbangan hidup. 

Sistem algoritmik sering kali memanfaatkan logika insentif yang mendorong pekerja 

untuk mengambil risiko demi produktivitas lebih tinggi, seperti bekerja lebih lama atau 

mengabaikan waktu istirahat untuk mengejar bonus (Barratt et al., 2020; Vignola et al., 

2023). Dalam konteks pekerja pengantaran di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam 

praktik kerja lebih dari 12 jam per hari dan kecenderungan melanggar keselamatan lalu 

lintas untuk memenuhi target waktu aplikasi (Ford & Honan, 2019; Yasih, 2022). Prinsip 

Islam menempatkan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) sebagai tujuan utama syariah, yang 

menuntut perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja (Ishak et al., 2025). 

Ketika sistem kerja mengabaikan batas kemampuan fisik manusia dan memperlakukan 

tenaga kerja sebagai variabel produksi, maka prinsip maslahah (kesejahteraan umum) 

menjadi terancam. Dengan demikian, desain algoritmik yang mendorong perilaku 

berisiko tidak hanya menimbulkan persoalan hukum ketenagakerjaan tetapi juga 

persoalan moral dalam pandangan Islam, karena mengorbankan keselamatan demi 

efisiensi ekonomi. 

Tegangan kelima berhubungan dengan suara kolektif dan hak berasosiasi. Salah satu 

dampak paling serius dari manajemen algoritmik adalah melemahnya solidaritas dan 

organisasi pekerja karena sistem digital memecah hubungan antarpekerja dan 

menggantinya dengan hubungan individual antara pekerja dan platform (Parth et al., 

2021). Dalam banyak kasus, algoritma dapat memanipulasi insentif untuk mencegah 

terbentuknya protes kolektif dengan mengubah aturan secara unilateral. Perspektif Islam 

menekankan pentingnya ta’awun (kerjasama) dan ukhuwwah (persaudaraan) dalam 

menjaga keadilan sosial, termasuk dalam konteks hubungan industrial (Mas’ud & 

Muwazir, 2025). Hilangnya ruang bagi solidaritas pekerja berarti hilangnya salah satu 

pilar moral yang menopang perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kondisi ini 

semakin diperparah oleh mekanisme “de-aktivasi” sepihak yang digunakan platform 

untuk membungkam kritik, menciptakan “ketakutan digital” yang membatasi kebebasan 

berserikat (Walker et al., 2021; Yasih, 2022). Maka dari itu, penguatan lembaga 
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representasi dan kanal komunikasi antara pekerja dan platform menjadi kebutuhan 

penting agar nilai ‘adl dan amanah dapat diwujudkan secara institusional. 

Isu terakhir yang tak kalah penting adalah pengelolaan data dan integritas halal dalam 

proses digital. Pekerjaan berbasis algoritma bergantung pada pengumpulan data besar 

(big data) yang mencakup aktivitas, lokasi, dan bahkan perilaku pribadi pekerja (Mitson et 

al., 2024; Morita et al., 2022). Data ini tidak hanya digunakan untuk mengoptimalkan 

layanan, tetapi juga dimonetisasi oleh perusahaan sebagai aset ekonomi. Dalam perspektif 

Islam, praktik semacam itu menimbulkan persoalan etika terkait kepemilikan dan 

kerahasiaan data (amanah al-ma‘lūmāt), karena data dianggap sebagai bagian dari hak 

individu yang harus dijaga (Alamsyah et al., 2022; Aysan & Syarif, 2024). Ironisnya, 

sementara teknologi seperti blockchain dipromosikan untuk memperkuat traceability halal, 

infrastruktur data yang sama dapat digunakan untuk memantau pekerja secara 

berlebihan, mengancam privasi dan kebebasan mereka (Sunmola et al., 2025). Dilema ini 

menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam ekosistem halal perlu 

mempertimbangkan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi agar 

tetap selaras dengan maqāṣid hifz al-‘ird (penjagaan kehormatan). 

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen algoritmik tidak 

netral secara moral, melainkan membawa konsekuensi etis yang signifikan terhadap 

dimensi kemanusiaan kerja. Sementara literatur Gig Economy cenderung menilai fenomena 

ini dari perspektif efisiensi dan inovasi, literatur Islam menekankan perlunya menilai kerja 

dari sudut pandang moral dan kesejahteraan sosial (Haleem et al., 2021; Tan et al., 2021). 

Tegangan antara dua paradigma ini menuntut pendekatan baru dalam desain kebijakan 

dan regulasi, di mana prinsip maqāṣid dapat berfungsi sebagai kerangka etika untuk 

mengarahkan penggunaan algoritma agar tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dengan kata lain, keadilan dan kemaslahatan harus ditempatkan sejajar dengan 

produktivitas dan efisiensi dalam setiap bentuk inovasi kerja digital yang berkembang di 

masyarakat Muslim. 

 

Simpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam ekosistem Gig 

Economy merupakan kebutuhan moral dan struktural untuk menciptakan sistem kerja 

digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi platform di Indonesia telah memperluas peluang ekonomi, namun 

sekaligus menciptakan bentuk baru dari ketidakpastian kerja akibat dominasi sistem 

algoritmik yang tidak selalu selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah. Dalam konteks ini, 

prinsip-prinsip Islam seperti ‘adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah 

(kesejahteraan umum) perlu menjadi dasar dalam merancang kebijakan, algoritma, serta 

model hubungan kerja yang berorientasi pada martabat manusia. Temuan utama 
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menegaskan bahwa tata kelola berbasis syariah, perlindungan sosial Islam, dan 

transparansi algoritmik merupakan pilar penting untuk menyelaraskan efisiensi teknologi 

dengan nilai kemanusiaan. 

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur interdisipliner 

antara studi etika Islam dan ekonomi digital, dengan mengajukan kerangka integratif 

yang menempatkan maqāṣid al-sharīʿah sebagai paradigma etika untuk menilai dan 

mengarahkan inovasi teknologi. Implikasi praktisnya adalah kebutuhan kolaborasi antara 

pemerintah, perusahaan platform, dan lembaga keuangan syariah untuk membangun 

sistem ekonomi digital yang memuliakan pekerja, bukan sekadar mengejar efisiensi. 

Dengan demikian, studi ini memberikan fondasi awal bagi pengembangan kebijakan 

publik dan teknologi yang menjadikan keadilan dan keberkahan sosial sebagai tolok ukur 

keberhasilan ekonomi digital di Indonesia. 

Adapun keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis 

narrative review, sehingga hasil yang diperoleh lebih bersifat konseptual daripada 

empiris. Pendekatan ini tidak memungkinkan pengujian kuantitatif terhadap hubungan 

antara prinsip-prinsip Islam dan praktik manajemen algoritmik secara langsung. Selain 

itu, sebagian besar literatur yang ditelaah masih berasal dari konteks global atau negara 

maju, sementara kajian empiris tentang Gig Economy di negara Muslim, khususnya 

Indonesia, masih terbatas (Tan et al., 2021; Dasgupta et al., 2024). Akibatnya, terdapat 

keterbatasan dalam menggeneralisasi temuan ke seluruh konteks sosial dan ekonomi di 

dunia Islam. 

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data primer dari pekerja platform Muslim di 

Indonesia yang dapat memberikan pandangan langsung mengenai pengalaman spiritual, 

sosial, dan ekonomi mereka di bawah sistem algoritmik. Selain itu, penelitian ini belum 

mengembangkan model kuantitatif untuk mengukur maqāṣid compliance dari platform 

digital yang beroperasi di negara Muslim. Dengan demikian, hasil kajian ini harus 

dipahami sebagai kontribusi teoritis awal yang memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut 

melalui studi lapangan. Walaupun demikian, keterbatasan ini membuka ruang bagi 

penelitian berikutnya untuk memperluas analisis dengan pendekatan metodologis yang 

lebih terukur dan berbasis data kontekstual. 

Penelitian yang akan datang perlu diarahkan untuk mengembangkan model empiris 

dan indikator kuantitatif yang mampu mengukur sejauh mana sistem algoritmik dalam 

ekonomi platform selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah. Pengembangan Islamic 

Algorithmic Fairness Index atau Halal Digital Governance Metrics dapat menjadi instrumen 

penting untuk menilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kerja digital. 

Selain itu, studi lapangan yang melibatkan pekerja Muslim di berbagai platform di 

Indonesia perlu dilakukan untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan dan 

mempraktikkan etika kerja Islami dalam konteks tekanan algoritmik yang tinggi. 
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Riset interdisipliner yang menggabungkan bidang teknologi, ekonomi Islam, dan 

kebijakan publik juga sangat diperlukan untuk merancang kerangka tata kelola digital 

berbasis nilai syariah yang operasional. Kolaborasi antara akademisi, pengembang 

teknologi, dan regulator akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip ‘adl, 

amanah, dan maslahah dapat diimplementasikan dalam desain sistem. Selain itu, penelitian 

komparatif antarnegara Muslim akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan 

variasi konteks budaya yang memengaruhi penerapan etika Islam dalam ekonomi digital. 

Dengan pendekatan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperkuat dasar ilmiah dan 

kebijakan untuk membangun ekonomi platform global yang etis, inklusif, dan berkeadilan 

sosial sesuai semangat Islam. 
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